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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim j Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d De
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
xi
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ه Ha h Ha
ء Hamzah ʼ Apostrof
ى Ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah a a
ا kasrah i i
xii
ا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
و dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞِْﯿﻗ : qīla
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
xiii
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَراﻷ:  ِلَﺎﻔْط rauḍah al-aṭfāl
َﺔﻠِﺿﺎﻔْﻟا  َُﺔﻨْﯾ ِﺪََﻤﻟا: al-madīnah al-fāḍilah
            ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡﻌﻧ : nu“ima
 ّوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ىber-tasydiddiakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi ī.
xiv
Contoh:
 ِّﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮْﻣﺄﺗ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ :syai’un
xv
 ِﻣأ ُتْﺮ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِدdīnullāh ِ ِﺎﺑbillāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھhum fīraḥmatillāh
xvi
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
WamāMuḥammadunillārasūl






Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
xvii
Abū al-WalīdMuḥammadibnRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad Ibnu)
NaṣrḤāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd,
NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahūwata‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
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NAMA : HARIS TAHIR
NIM : 10500113192
JUDUL : KEPATUHAN PENGGUNA TRAFFIC LIGHT DI KOTA
MAKASSAR (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pengguna traffic
light di kota Makassar? Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan ke dalam
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana kondisi traffic
light diberbagai titik kota Makassar?, 2) Bagaimana kepatuhan pengguna traffic light
di kota Makassar?, dan 3) Faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan
pengguna traffic light di kota Makassar?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah: sosio-yuridis yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah
masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran berlalu lintas. Adapun sumber data
penelitian ini adalah masyarakat/pengendara. Selanjutnya, metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta pembagian kuesioner. Lalu,
teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengolah dan menganalisis
melalui pendekatan kualitatif untuk  kemudian dijelaskan secara deskriptif yang
menggambarkan  fenomena sosial atau permasalahan yang ada pada judul penelitian
ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi traffic light diberbagai titik
kota makassar cukup baik untuk digunakan. Kemudian tingkat kepatuhan pengguna
traffic light sangat jauh dari harapan atau dengan kata lain masih rendah. Lalu, faktor
yang menyebabkan kurangnya kepatuhan pengendara mematuhi traffic light yaitu
faktor hukum atau Undang-Undang, faktor penegak hukum, dan faktor
kebiasaan/kultur masyarakat.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan aparat penegak hukum
dalam hal ini kepolisian memberikan perhatian khusus dengan lebih mengawasi serta
menindak tegas pengendara yang melanggar traffic light. 2) Diharapkan instansi-
instansi yang terkait memberikan penyuluhan-penyuluhan ataupun sosialisasi yang
bertemakan mengenai budaya tertib berlalu lintas beserta dengan kerugian dan sanksi
yang didapatkan jika tidak tertib dalam berlalu lintas. Sehingga hal tersebut bisa
mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk taat terhadap hukum, terkhusus pada
Pasal 106 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
mengenai kewajiban mematuhi rambu-rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semakin meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi diberbagai daerah di
Indonesia tak terlepas dari faktor penyimpangan/pelanggaran lalu-lintas yang sangat
sering kitajumpai di jalan raya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan
masih menjadi salah satu permasalahan yang paling besar pengaruhnya. Pelanggaran
demi pelanggaran yang dilakukan begitu saja dengan mudah oleh pengguna jalan,
seakan-akan memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pada zaman modern
semakin mengesampingkan tiap-tiap aturan yang diberlakukan. Bahkan, bisa
dikatakan mereka nyaris sudah tidak menganggap lagi adanya aturan dinegeri sendiri.
Salah satu pelanggaran lalu-lintas yang paling sering dan sudah biasa kita lihat
dilakukan oleh pengguna jalan adalah pelanggaran terhadap Traffic Light (Lampu
lalu-lintas).
Dewasa ini kita telah banyak dipertontonkan oleh penyimpangan-
penyimpangan Lampu lalu-lintas yang tidak jarang terjadi di berbagai daerah di
Indonesia. Lampu lalu-lintas yang tadinya dibuat sebagai salah satu “pedoman” bagi
pengguna jalan untuk melalui/memakai sarana publik yaitu jalanan raya, sekarang
malah berubah seakan-akan hanya menjadi “pajangan” belaka yang terdapat
diberbagai sudut-sudut jalan raya. Lampu lalu-lintas yang juga sebelumnya dibuat
dengan tujuan tertentu, seakan hilang seketika fungsi dan tujuannya oleh ulah para
2sebagian besar pengguna jalan yang nakal. Bahkan fenomena yang terjadi saat ini,
dapat disimpulkan bahwa  Lampu-lalu lintas telah nyaris beralih fungsi. Ini bisa
diperkuat ketika kita melihat sekilas tiap kali melewati atau berhenti di berbagai
Lampu lalu-lintas yang terdapat di jalanan-jalanan raya ditiap-tiap daerah di
Indonesia. Ketika kita berhenti ataupun melalui salah satu Lampu  lalu-lintas yang ada
di jalan raya, maka kita bisa melihat dengan jelas sebuah fenomena yang sangat miris
yang bisa dikatakan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah setempat, yaitu
terdapat pemandangan di bawah Lampu lalu-lintas sangat banyak dimanfaatkan oleh
pengemis untuk meminta-minta pada pengguna jalan yang sementara berhenti.
Telah kita ketahui bersama bahwa salah satu  fungsi dibuatnya Lampu lalu-
lintas itu sendiri adalah untuk kelancaran dan ketertiban arus lalu-lintas yang
bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalanan-jalanan raya.
Penemu Lampu lalu-lintas adalah Garret August Morgan. Awal penemuan ini diawali
ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kemudian ia
berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan
efektif. Sebenarnya ketika itu telah ada sistem pengaturan lalu-lintas dengan sinyal
stopdan go. Sinyal lampu ini pernah digunakan di London pada tahun 1863.Namun,
pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-tiba meledak, sehingga tidak dipergunakan
lagi. Morgan juga merasa sinyal stop dan go memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya
interval waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan.
Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan
lalulintas, ia pun menciptakan Lampu lalu-lintas berbentuk huruf  T. Lampu ini terdiri
3dari tiga lampu, yaitu sinyal stop (ditandai dengan lampu merah), go (lampu hijau),
dan posisi stop (lampu kuning).1
Dengan melihat fenomena tersebut, bisa dikatakan bahwa sudah sangat
melenceng dari tujuan awal pembuatan Lampu lalu-lintas, yaitu menghindari
hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan,
memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki
dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin, serta
mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus
jalan.2
Oleh sebab itu, pokok yang menjadi inti dari permasalahan di atas adalah
sebuah penyimpangan terhadap Traffic light. Beberapa pandangan mengenai
penyimpangan bisa kita temui salah satunya yaitu pandangan yang bersifat statistik,
yang dianggap menyimpang adalah setiap hal yang terlalu jauh dengan keadaan
normal (rata-rata). Pandangan lain menganggap penyimpangan sebagai sesuatu yang
bersifat patologis, artinya ada suatu penyakit. Pandangan ini dilandaskan pada analogi
dengan ilmu kedokteran. Organisme manusia, apabila bekerja secara efisien dan tidak
mengalami hal-hal yang kurang mengenakkan, adalah organisme yang dikatakan
1Atadroe, “Sekilas Tentang Lampu Lalu Lintas”, Blog Atadroe
.http://atadroe88.blogspot.co.id/2011/11sekilas-tentang-lampu-lalu-lintas.html?=1 Diakses (rabu 26-10-
2016 jam 15:00)
2http://atadroe88.blogspot.co.id/2011/11/sekilas - tentang-lampu-lalu-lintas.html?m=1 Diakses
(rabu 26-10-2016 jam 15:01)
4sehat. Apabila organisme itu tidak bekerja secara efisien, ada penyakit. Organ yang
tidak berfungsi bersifat patologis.3
Dengan melihat persoalan  penyimpangan/pelanggaran Lampu lalu-lintas,
setidaknya diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan
berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu-lintas yang berlaku
secara internasional. Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar adalah
masalah lalu-lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu-lintas
yang semakin meningkat. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi
pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab
timbulnya permasalahan dalam lalu-lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan,
jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu-lintas,
merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.4
Persoalan tata tertib ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra’/17:11 :
 ُعَۡﺪﯾَوٱ ُﻦ َٰﺴﻧ ِۡﻹ ِﺑﭑ ﱢﺮﱠﺸﻟ ُهَٓءﺎَﻋُدۥ ِﺑﭑ ِۖﺮۡﯿَﺨۡﻟ َنﺎَﻛَوٱ ُﻦ َٰﺴﻧ ِۡﻹ ٗﻻﻮُﺠَﻋ١١
Terjemahnya :
“Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ajakannya untuk
kebaikan.Dan adalah manusia bersifat sangat tergesa-gesa.”5
3Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,2014)  h.249-
250
4Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum
Dalam Lalu lintas Jalan (Jakarta: Rajawali, 1983) h. 23
5Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, Al-Qur’an Perkata Transliterasi, (Bandung:
Cordoba, 2016). h.283
5Sayyid Quthub terkesan menghubungkannya dengan membandingkan
petunjuk Al-Qur’an dengan pandangan manusia. Ia menulis bahwa manusia bersifat
tergesa-gesa karena dia tidak mengetahui akibat dan dampak segala sesuatu. Dia dapat
saja melakukan suatu keburukan dan tergesa-gesa dalam melakukannya, sedang dia
tidak mengetahui akibatnya atau dia mengetahui tetapi tidak mampu menahan dan
mengendalikan gejolak nafsunya, maka di manakah tempatnya hal yang demikian
dibanding dengan petunjuk Al-Qur’an yang tenang dan membimbing itu ?6
Penjelasan ayat tersebut telah mengemukakan bahwa manusia memiliki sifat
yang tergesa-gesa dan tidak mengetahui dampak atau akibat dari perbuatannya.
Kalaupun ia mengetahuinya, itu karena manusia sudah tidak mampu mengendalikan
hawa nafsunya. Begitupun dengan pengguna jalan yang berani melanggar lampu lalu-
lintas. Ia melakukan suatu keburukan dengan tergesa-gesa, yang juga bisa pula
berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain yaitu kecelakaan
Oleh sebab itu berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah di atas,
maka penulis tertarik untuk mengangkat judul :
“Kepatuhan Pengguna Traffic Light Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologis
Yuridis)”
6M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah : pesan dan keserasian Al-Qur’an,vol. 7(Jakarta:
Lentera Hati, 2002) h.423
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan judul skripsi tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada
kepatuhan pengguna traffic light di berbagai titik jalan di kota Makassar.
Mengenai penggambaran fokus penelitian yang akan diteliti adalah terkait
dengan kepatuhan pengguna traffic light di kota Makassar yang ditinjau melalui aspek
sosiologis yuridis, kondisi traffic light diberbagai titik jalan di kota Makassar, Serta
faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi
traffic light di kota Makassar.
Adapun deskripsi fokus yang akan diuraikan guna menghindari kekeliruan
pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara
singkat beberapa kata dalam judul ini, antara lain:
- Traffic Light: Traffic Light / lampu lalu-lintas adalah lampu yang
mengendalikan arus lalu-lintas yang terpasang
dipersimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki
(zebra cross), dan tempat arus lalu-lintas lainnya. Lampu
ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan
berhenti secara bergantian dari berbagai arah.7
- Sosiologis: secara esensial sebenarnya sosiologi merupakan ilmu
pengetahuan murni dan terapan. Sebab, kecuali apabila
suatu ilmu pengetahuan secara tetap atau konstan
7https://id.m.wikipedia.org/wiki/lampu_lalu_lintas. Diakses (Rabu 02-11-2016 jam 14:58)
7melakukan kegiatan untuk menambah pengetahuan dasar,
maka aplikasi praktisnya tidak begitu praktis sifatnya.8
- Yuridis: berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum
atau dari segi hukum.9 Secara istilah, Yuridis merupakan
suatu aturan yang terdapat di suatu kelompok atau
organisasi atau Negara tertentu yang wajib ditaati oleh
anggotanya atau rakyatnya.10
C. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat
diindentifikasi permasalahan yang timbul sebagai berikut:
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap lalu-lintas,
terkhusus Lampu lalu-lintas yang ada ditiap-tiap sudut jalan raya. Hal ini
lah yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan, baik kecelakaan
tunggal maupun ganda.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pokok permasalahan tersebut
adalah terkait kepatuhan pengguna jalan terhadap traffic light di kota Makassar.
8Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. (Jakarta: CV
Rajawali, 1985) h.101
9M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum. ( Surabaya: Reality Publisher, 2009) h. 651
10http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian - yuridis - menurut – para-ahli.html
Diakses (Rabu, 29-03-2017 jam 22:30)
8Permasalahan tersebut kemudian terbagi kedalam beberapa submasalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana kondisi traffic light di berbagai titik jalan di kota  Makassar?
2. Bagaimana kepatuhan pengguna traffic light di kota Makassar?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan pengguna jalan
mematuhi traffic light di kota Makassar?
E. Kajian Pustaka
Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh penulis, tentunya ada beberapa referensi
/ literatur-literatur yang berkaitan dengan judul tersebut walaupun belum ada yang
membahasnya secara khusus dan keseluruhan. Berikut uraian beberapa buku yang
berkaitan dengan judul skripsi ini :
1. Pokok - Pokok Sosiologi Hukum karangan Soerjono Soekanto membahas
mengenai aspek-aspek bidang hukum yang penting bagi perkembangan
pengertian sosiologi terhadap gejala sosial yang dinamakan hukum, dan
juga penelitian-penelitian sosiologi hukum beserta problematiknya yang
akan menjadi fondasi bagi para ahli hukum dan sosiologi dalam
memahami sifat dan hakikat hukum indonesia didalam kerangka
masyarakat indonesia.11 Dalam buku tersebut menguraikan berbagai aspek
bidang hukum yang penting bagi sosiologi dan penelitian sosiologi hukum
11Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,2014)
9beserta problematika terhadap gejala sosial didalam kerangka masyarakat
Indonesia, sementara dalam skripsi ini hanya terfokus pada tinjauan
sosiologi hukum mengenai masalah gejala sosial tentang kepatuhan
masyarakat terhadap traffic light di kota Makassar.
2. Sosiologi; teks pengantar dan terapan karangan J. Dwi Narwoko-Bagong
Suyanto, membahas mulai dari pengenalan awal sampai dengan konsep
dasar tentang masyarakat dan perubahan sosial, serta bagaimana
menerapkannya.12 Di dalam buku tersebut menjelaskan mengenai dasar-
dasar sosiologi serta pengenalan awal sampai konsep dasar tentang
masyarakat dan perubahan sosial, namun dalam karya ilmiah ini penyusun
membahas mengenai pengertian dan tinjauan sosiologi hukum di dalam
kesadaran masyarakat patuh terhadap Lampu lalu-lintas di kota Makassar.
3. Dialektika Hukum dan Moral karangan A. Gunawan Setiardja, di dalam
bukunya menguraikan perkembangan paham tentang hukum dan moral,
dan hubungan dialektis antara hukum dan moral, khususnya dialektika
hukum dan moral dalam konteks pembangunan nasional Indonesia.13 Di
dalam buku tersebut menguraikan beberapa perkembangan paham tentang
hukum danmoral serta hubungan antara hukum dan moral, sementara itu
12J. Dwi Narwoko & Bagong suyanto,Sosiologi:Teks Pengantar& Terapan,(Jakarta:
Kencana,2007).
13A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
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skripsi ini lebih kepada menggambarkan hukum dan moral dalam lingkup
kesadaran untuk mematuhi Lampu lalu-lintas.
4. Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat karangan Soerjono
Soekanto, membahas pelbagai pokok ajaran para ahli sosiologi hukum
maupun antropologi hukum, yang disusun menurut sejarah
perkembangannya.14 Buku tersebut menguraikan berbagai teori hukum
menurut para ahli melalui pendekatan sosiologi dan sosiologi hukum
dalam masalah sosial ditengah masyarakat, namun fokus dalam skripsi ini
bukan pada teori dari para ahli dalam memahami gejala sosial masyarakat
secara luas, melainkan suatu tinjauan ilmu sosiologis didalam kepatuhan
pengguna jalan terhadap Lampu lalu-lintas.
5. SkripsiTinjauanSosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan
Norma Penyeberangan Jalan  Yang di atur dalam Undang-Undang No.22
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan di Kota Makassar
oleh Sulfikar, membahas mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan
norma penyeberangan jalan di kota Makassar melalui tinjauan sosiologi
hukum.15 Sementara dalam karya ilmiah ini penulis terfokus pada
14Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. (Jakarta: CV
Rajawali, 1985)
15Sulfikar, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Penyeberangan
Jalan Yang di atur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan jalan kota
Makassar”, Skripsi (Makassar, Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2014)
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bagaimana kepatuhan pengguna jalan terhadap Lampu lalu-lintas di kota
Makassar melalui tinjauan sosiologis yuridis.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pokok-pokok masalah yang didapatkan pada rumusan masalah
diatas, maka tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui kondisi traffic light di kota Makassar
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pengguna traffic light di kota
Makassar
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran
pengguna jalan untuk mematuhi Lampu lalu-lintas
Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :
1. Manfaat Praktis
a. Diharapkan masyarakat mampu menerapkan budaya tata tertib dijalanan-
jalanan raya sehingga meminimalisir angka kecelakaan dikota Makassar
b. Diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya untuk taat terhadap lalu-lintas terkhusus lampu lalu-lintas
2. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penyusunan karya ilmiah ini
adalah diharapkan mampu menambah dan mengembangkan pengetahuan
mengenai  kesadaran untuk patuh terhadap aturan berdasarkan tinjauan
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sosiologis. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada




A. Pengertian Traffic Light
Traffic Light/Lampu lalu-lintas  menurut UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkatan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah lampu yang
mengendalikan arus lalu-lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat
penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu-lintas lainnya. Lampu
ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian
dari berbagai arah. Pengaturan lalu-lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk
mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan
kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu
antar-arus yang ada. Lampu lalu-lintas telah diadopsi dihampir semua kota didunia
ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal, untuk menandakan
berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau
yang berarti dapat berjalan.1
Definisi lain lampu lalu-lintas juga terdapat pada Pasal 1 ayat (19) Undang-
Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
“Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan
1https://id.m.wikipedia.org/wiki/lampu_lalu_lintas. Diakses (Rabu 02-11-2016 jam 14:58)
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isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu-lintas
orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.”2
1. Sejarah Singkat Traffic light
Penemu lampu lalu lintas adalah Garrett Augustus Morgan. Awal penemuan
ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda.
Kemudian ia berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu-lintas yang
lebih aman dan efektif. Sebenarnya ketika itu telah ada sistem perngaturan lalu lintas
dengan sinyal stop and go. Sinyal lampu ini pernah digunakan di London pada tahun
1863.Namun, pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-tiba meledak, sehingga tidak
dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal stop dan go memiliki kelemahan, yaitu
tidak adanya interval waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak terjadi
kecelakaan. Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi
pengaturan lalu-lintas, ia menciptakan lampu lalu-lintas berbentuk huruf T. Lampu ini
terdiri dari tiga lampu, yaitu sinyal stop (ditandai dengan lampu merah), go (lampu
hijau), posisi stop (lampu kuning). Lampu kuning inilah yang memberikan interval
waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Lampu kuning juga memberi
kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan.
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas &
Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 2009)” (Jakarta: Visimedia, 2009). h.13
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2. Perkembangan Traffic Light
a. Pada 10 Desember 1868, lampu lalu-lintas pertama dipasang di bagian
luar Gedung Parlemen di Inggris oleh sarjana lalu-lintas, J.P Knight.
Lampu ini menyerupai penunjuk waktu (jam) dengan bentuk seperti
semapur dan lampu merah dan hijau untuk malam hari. Lampu-lampu
tersebut berasal dari tenaga gas;
b. Pada 2 Januari 1868, tiba-tiba lampu tersebut meledak dan melukai
seorang polisi sehingga harus dioperasi;
c. Pada awal 1912 Lampu lalu-lintas modern ditemukan di Amerika
Serikat. Di Salt Lake City, seorang polisi, Utah, menemukan lampu
lintas pertama yang dijalankan dengan tenaga listrik.
d. Pada 5 Agustus 1914, American Traffic Signal Company memasang
sistem lampu sinyal di dua sudut jalan di Ohio. Lampu sinyal ini terdiri
dari dua warna, merah dan hijau, dan sebuah bel listrik.Lampu ini di
desain oleh James Hoge.Keberadaan bel di sini untuk memberi
peringatan jika adanya perubahan nyala lampu. Lampu rancangan Hoge
ini dapat dikontrol oleh polisi dan pemadam kebakaran jika ada dalam
keadaan darurat;
e. Pada awal tahun 1920, lampu lalu-lintas dengan tiga warna pertama
dibuat oleh seorang petugas polisi, William Potts, di Detroit, Michigan;
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f. Pada tahun 1923, Garrett Morgan mematenkan alat sinyal lampu lalu-
lintas;
g. Tahun 1917, lampu lalu-lintas pertama dijalankan saling berhubungan
satu dengan yang lain. Interkoneksi antarlampu ini dijalankan pada
enam persimpangan yang dikontrol secara bersamaan dengan tombol
manual;
h. Lampu lalu-lintas pertama yang dioperasikan secara otomatis
diperkenalkan pada Maret 1922 di Houston, Texas;
i. Di Inggris, lampu lalu-litas pertama dioperasikan di Wolverhampton
pada tahun 1927.
3. Tujuan adanya Traffic Light
a. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi
pergerakan kendaraan;
b. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan
pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu-lintas
dapat terjamin;
c. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena
perbedaan arus jalan.
4. Warna Lampu lalu-lintas
Warna yang paling umum digunakan untuk lampu lalu-lintas adalah
merah, kuning, dan hijau.Merah menandakan berhenti atau sebuah tanda
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bahaya, kuning menandakan hati-hati, dan hijau menandakan boleh memulai
berjalan dengan hati-hati.Biasanya, lampu warna merah mengandung
beberapa corak berwarna jingga, dan lampu hijau mengandung beberapa
warna biru.Ini dimaksukan agar orang-orang yang buta warna merah dan
hijau dapat mengerti sinyal lampu yang menyala. Di Amerika Serikat, lampu
lalu-lintas memiliki pinggiran berwarna putih yang dapat menyala dalam
kegelapan. Ini bertujuan agar orang yang mengidap buta warna dapat
membedakan mana lampu kendaraan dan yang mana lampu lalu-lintas
dengan posisinya yang vertikal.
a. Warna Merah
Warna merah artinya larangan atau stop atau bahaya. Kenapa
demikian?Warna merah identik dengan warna darah, sejak zaman dulu
manusia sering berperang untuk memperebutkan sesuatu dan lain
hal.Berperang berarti saling membunuh, saling melukai dan saling
menumpahkan darah. Banyak para korban perang tersebut ada yang
terluka bahkan ada yang tewas. Baik korban terluka maupun tewas pasti
tubuhnya mengeluarkan darah. Kita ketahui bahwa semua manusia
darahnya berwarna merah.Kalau manusia terluka pasti keluar darah dan
terasa sakit.Dengan adanya perkembangan zaman ada suatu kelompok
manusia yang anti peperangan, yang menyatakan bahwa perang itu
membahayakan, maka disepakati dan dibuatlah aturan untuk tidak saling
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berperang, melukai dan saling membunuh sesama manusia karena
sangat membahayakan. Dengan tahapan aturan tersebut, yaitu awas bisa
melukai , awas bahaya, dilarang melukai , dilarang/bahaya. Sehingga
sampai sekarang warna merah di jadikan simbol aturan yang
membahayakan/larangan. Mungkin larangan warna merah pertama
adalah larangan bagi kaum laki-laki untuk menggauli istrinya yang
sedang manopouse/haid.
b. Warna Kuning
Warna Kuning artinya hati-hati atau waspada, pelan-pelan. Kenapa
demikian ? Warna Kuning identik dengan warna api, api memiliki sifat
antara dua pilihan yaitu api kecil bisa di kendalikan, sedangkan api
besar sulit dikendalikan dan bisa membahayakan. Aturan warna kuning
memiliki resiko bisa aman dan bisa tidak aman/bahaya, begitu juga api,
baik api kecil maupun api besar memiliki sifat panas, dan manusia akan
selalu hati-hati dengan api. Jaman dulu di dalam peperangan manusia
selalu menggunakan api, baik untuk senjata, sinyal komunikasi,
simbol/panji-panji dan penerangan/obor.Dalam situasi berperang,
prajurit selalu dituntut untuk waspada dan hati- hati terhadap gerakan
musuhnya, apalagi di malam hari, mereka menggunakan api untuk
segala sesuatunya, mereka akan mengamati pergerakan musuhnya
dengan melihat api yang digunakan, sehingga bila ada gerakan api atau
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obor musuhnya mereka akan bersiap-siap dan waspada untuk
menghadapi serangan musuhnya. Sehingga sampai sekarang warna
kuning telah disepakati sebagai simbol aturan hati-hati/waspada/siap-
siap.Warna kuning bisa juga diidentikan warna daun yang sudah
tua/menguning yang sebentar lagi daun tersebut akan gugur/jatuh/mati.
Warna kuning diartikan sebagai warna transisi/peralihan.
c. Warna Hijau
Warna Hijau artinya bebas/boleh berjalan atau diperbolehkan/aman.
Kenapa demikian? Warna hijau identik dengan warna alam, hutan yaitu
terutama warna daun tumbuh-tumbuhan. Hampir semua warna daun
tumbuh- tumbuhan memiliki warna hijau, meskipun sebagian kecil
tumbuh-tumbuhan berwarna lain. Lantas kenapa warna hijau diidentikan
dengan kebebasan? Banyak tumbuh-tumbuhan di dunia ini berbeda
jenisnya, sifatnya, ragamnya, corak dan bentuknya, golonganya serta
macam-macam yang lainnya.Tetapi hampir semua daunnya memiliki
warna hijau, arti kata semua bebas untuk berwarna hijau, dan tak
satupun ada yang melarangnya, baik dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri
dan yang berasal dari jenis yang berbeda.Jadi warna hijau memiliki arti
suatu kebebasan. Warna hijau juga memiliki sifat sensitif terhadap
penglihatan kita, memiliki warna yang menyegarkan mata terutama
untuk terapi warna/warna refresh. Sehingga warna hijau tersebut sangat
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aman bagi mata kita.Dan akhirnya warna hijau disepakati sebagai
symbol aturan kebebasan dan aman atau boleh dan diperbolehkan.3
B. Pengertian Pengguna Jalan.
Pengguna jalan adalah setiap orang atau masyarakat yang menggunakan atau
melewati  sarana publik yaitu jalan raya untuk bepergian ke berbagai tujuan tertentu,
dengan cara menggunakan kendaraan baik kendaraan beroda dua, tiga, maupun
beroda empat.
Sementara dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), pengertian
pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu-lintas4
C. Tinjauan Sosiologis
1. Sosiologi
Menurut bahasa istilah sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti
“kawan” dan kata Yunani logos berarti “kata” atau “berbicara”. Dalam kamus
Inggris, sociology berarti sosiologi, ilmu masyarakat5. Jadi, sosiologi berarti
berbicara mengenai masyarakat.Sedangkan menurut istilahnya, sosiologi dapat
3http://atadroe88.blogspot.co.id/2011/11/sekilas - tentang -lampu-lalu-lintas.html?m=1
Diakses (sabtu, 22-07-2017, jam 13:30)
4Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas &
Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 2009). h. 14
5M. Sudarodji dan Arief. S, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia,Indonesia-Inggris (Surabaya:
Pustaka Tinta Mas,1993)h.466
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dikatakan tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang
kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Walaupun sebagian
objek sosiologi sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, namun sosiologi memandang
kehidupan bermasyarakat dengan caranya sendiri.6 Adapun pengertian lain dari
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat keadaan dan pertumbuhan masyarakat
(kehidupan manusia dalam masyarakat).7
Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan,
maka oleh karena itu sosiologi didasarkan kepada kemajuan yang telah dicapai oleh
ilmu pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya Auguste Comte mengatakan, bahwa
sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal
keadaan masyarakat.8
Disamping itu terdapat pula beberapa pengertian atau definisi tentang
sosiologi yang dikemukakan para sosiolog, antara lain9 :
a. Auguste comte; sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi
berupaya memahami kehidupan bersama manusia, sejauh kehidupan itu
dapat ditinjau atau diamati melalui metode empiris.
6J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto,Sosiologi:Teks Pengantar& Terapan,(Jakarta:
Kencana,2007).h. 4&5
7Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1990).  h.150
8Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
h.3
9Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum : suatu pengetahuan praktis dan
terapan. (Makassar: Arus Timur, 2016 )  h. 4&5
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b. Roucek dan Warren; sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari
hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.
c. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff; sosiologi adalah  penelitian
secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
d. J.A. van Doorn dan C.J. Lammers; sosiologi adalah ilmu pengetahuan
tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat
stabil.
e. Soerjono Soekanto; sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, murni,
abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan
empiris, serta bersifat umum.
Selain definisi sosiologi diatas, terdapat pula teori dan teori pendekatan
sosiologi dari para tokoh sosiolog10 :
a. Auguste Comte
Filsuf Prancis Auguste Comte (1798-1857) menemukan kata sosiologi
untuk menggambarkan pokok bahasan yang ingin dia bangun.Comte
percaya bahwa metode ilmiah dapat diterapkan pada studi perilaku manusia
dan masyarakat, dan bahwa bidang baru ini dapat menghasilkan
pengetahuan masyarakat berdasarkan bukti ilmiah. Comte percaya bahwa
sosiologi harus memodelkan dirinya sendiri setelah fisika dan awalnya
10Anthony Giddens, dkk., Introduction to Sociology (Taunton, MA : Manufacturing:
QuadGraphics,2012)h.13-18
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menyebut subjek fisika sosial sebagai istilah yang digunakan banyak orang
sezamannya.
b. Emile Durkheim
Menurut Durkheim, sosiolog harus mengembangkan prinsip-prinsip
metodologis untuk memandu penelitian mereka. Sosiologi harus
mempelajari fakta sosial, aspek kehidupan sosial yang membentuk
tindakan kita sebagai individu, seperti keadaan ekonomi atau pengaruh
agama.Dengan ini dia bermaksud agar kehidupan sosial dapat dianalisis
dengan ketat seperti objek atau kejadian di alam.
c. Karl Marx
Sudut pandang Marx didasarkan pada apa yang dia sebut konsepsi
materialis tentang sejarah. Menurut pandangan ini, bukan ide atau nilai
yang dimiliki manusia yang merupakan sumber utama perubahan sosial,
seperti yang diklaim Durkheim. Sebaliknya, perubahan sosial didorong
terutama oleh pengaruh ekonomi.Konflik antar kelas memberi motivasi
untuk perkembangan sejarah.Dalam kata-kata Marx, "Semua sejarah
manusia sejauh ini adalah sejarah perjuangan kelas." Oleh karena itu,
kapitalisme adalah sistem kelas dimana konflik tidak bisa dihindari karena
demi kepentingan kelas penguasa untuk mengeksploitasi kelas buruh dan
demi kepentingan para pekerja untuk mengatasi eksploitasi tersebut.
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Menurut Marx, di masa depan kapitalisme akan digantikan oleh
masyarakat yang tidak memiliki perpecahan antara kaya dan miskin.
d. Max Weber
Menurut Weber, faktor ekonomi penting, namun gagasan dan nilai sama
berpengaruh pada perubahan sosial. Dia berpendapat bahwa pandangan
kapitalis masyarakat barat tidak muncul, seperti dugaan Marx, hanya dari
perubahan ekonomi.Dalam pandangan Weber, gagasan dan nilai budaya
membentuk masyarakat dan mempengaruhi tindakan individu.
Kemudian adapun kontribusi dari sosiologi itu sendiri11 :
Sosiologi modern tidak merekomendasikan dirinya kepada mereka
yang mencari solusi mudah, entah ini dari kiri, kanan, atau pusat.Salah satu
kontribusi sosiologi yang besar adalah menunjukkan bahwa pusat tersebut
hanya subjek ilusi seperti juga ekstremnya. Mungkin sekarang kita bisa
melihat mengapa sosiologi tidak menawarkan aplikasi praktis yang mudah
dengan cara kemajuan fisika listrik memunculkan pesawat televisi warna.
Jika kita ingin pengetahuan kita maju, kita tidak bisa menguraikan
pengetahuan apa yang harus ada sebelum fakta. Faktanya bukanlah apa
yang kebanyakan orang inginkan, dan sains sosial tidak dapat dipanggil
untuk memberi tahu mereka apa yang ingin mereka dengar. Jika sosiologi
11Randall Collins dan Michael Makowsky, The Discovery of Society(New York: Mc Graw
Hill, 2005)h.10-12
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memiliki kontribusi untuk membuat, ini adalah jika kita dapat lebih
realistis tentang dunia kita, lebih waspada terhadap dilema organisasi
sosial, lebih sadar akan pentingnya koordinasi sosial dan bahaya paksaan
sosial, dan lebih banyak lagi yang canggih tentang ilusi yang dengannya
institusi kita memenuhi kenyataan sosial, kita mungkin bisa membuat
dunia kita lebih layak huni.
Dalam pandangan sederhana, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang
mempelajari individu, kelompok dan lembaga sosial yang membentuk masyarakat
secara umum. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah
masyarakat, sebetulnya ini sudah terbentuk sejak Aristoteles, hanya saja pada waktu
itu nama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sejatinya belum terciptakan. Dalam hal
ini, sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang mempunyai objeknya adalah
masyarakat.12
Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi
dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi hendak mempelajari
masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati
perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan
pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan
dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.13
12Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas.h.5
13Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas.h.4
25
Dengan melihat berbagai definisi sosiologi serta merujuk pada sudut pandang
dari beberapa ahli sosiolog diatas, maka penulis dapat mengartikan sosiologi sebagai
suatu ilmu yang mempelajari berbagai kehidupan dan pola perilaku masyarakat
secara analitis dan empiris.
2. Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum merupakan terjemahan dari “Sociological
Jurisprudence”dan “Sociology of Law”. Sociological Jurisprudence adalah Ilmu
Hukum tentang Hukum yang Sosiologis sedangkan Sociology of Law adalah Ilmu
Sosiologi yang mengkaji hukum. Sociological Jurisprudence adalah bagian dari Ilmu
Hukum, sedangkan Sociology of Law merupakan bagian dari Sosiologi.14
Menurut sejarahnya, bahwa sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan
yang mandiri untuk pertama kalinya (1882) dipergunakan oleh seorang filosof berasal
dari italia bernama Anzilotti. Namun harus diakui, bahwa kelahiran sosiologi hukum
sebagai suatu ilmu pengetahuan mandiri tidak dapat dilepaskan dari hasil-hasil
pemikiran para ahli filsafat, ahli ilmu hukum dan ahli ilmu sosiologi.15
Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang dari
sosiologi umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain seperti sosiologi
keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi medis. Ia seharusnya tidak mengabaikan
bahwa bagaimanapun, secara logis sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat
14Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas.h.323
15Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum: suatu pengetahuan praktis dan
terapan. h.148
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pembantu dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi
hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum,
dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam membuat
putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis dalam sosiologi
hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional
hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya.16
Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan
ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia
dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya
sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat
tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni struktur
sosial dan struktur dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur
sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta
lapisan-lapisan sosial.17
Menurut Achmad Ali, Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in
action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang
berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang
bersifat deskriptif.18 Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya
16Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Watampone, 1998)
h.13
17Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988) h.65
18Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, h.11.
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sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang hukum sebagai
sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan sesuatu yang dialami secara
nyata dalam kehidupan. Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku
individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah
efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu
keadaan tertentu, implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan
individu terhadap aturan hukum.19
Lain halnya dengan Alvin S. Johnson yang mengatakan bahwa sosiologi
hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas
sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasoi perwujudan lahiriah, di
dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku,
adat-istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga
dalam materi dasarnya (struktur kekurangan dan kepadatan lembaga-lembaga
hukumnya secara demografis. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini
dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, pada saat
mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari
antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum). Sosiologi hukum memulai
khususnya dari pola-pola pelambang hukum tertentu sebelumnya, seperti
mengorganisasi hukum, prosedur-prosedur dan sanksi-sanksinya, sampai pada
19Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
h.30
28
simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan-peraturan dan
kespontanan hukum.20
Sosiologi hukum juga merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum
dari sisi prakteknya. Sosiologi diminta sumbangannya untuk ikut memecahkan
bermacam-macam problema, antara lain problema yuridis. Dalam abad XX ini para
sosiolog memberi sumbangan banyak untuk mengembangkan ilmu hukum dalam
penelitian apakah arti, sumber dan tujuan hukum itu sesungguhnya. Sistem mereka
dalam menggarap problema-problema hukum itu diberi nama sosiologi hukum.
Sosiologi hukum jadi berangkat dari pandangan bahwa hukum itu merupakan sebuah
unsur dalam  masyarakat. Maka masyarakat dan hukum bersama-sama menjadi objek
penyelidikan sosiologi.21
Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua pendapat utama
yang dicetuskan oleh J. Van Houtte, yaitu22:
a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus
diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus
menghasilkan suatu sintesa antar hukum sebagai sarana organisasi sosial
dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum
dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam
20Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) h.64
21A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)  h.51
22Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, h.25
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mengidentifikasikan konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan
berfungsi.
b. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum
justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.
Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan
data tentang hal apa yang ada di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan
hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari
para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).
Selain itu, beberapa definisi mengenai sosiologi hukum juga bermunculan dari
beberapa ahli sosiologi, antara lain23:
a. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas
secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara
hukum dengan gejala-gejala sosial
b. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan pengetahuan
hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
c. Menurut J.Hall, Sosiologi hukum merupakan ilmu teoritis yang berisikan
generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang menyangkut
dengan substansi aplikasi dan akibat dari suatu aturan hukum
23Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum : suatu pengetahuan praktis dan
terapan, h.150
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d. Menurut Roscoe Pound, sosiologi hukum merupakan studi tentang hukum
sebagai sarana kontrol sosial.
Bertolak dari beberapa definisi yang dikemukakan para pakar diatas,
kemudian ditarik suatu konklusi bahwa sosiologi hukum  dapat didefinisikan sebagai
ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan
dan menjelaskan  pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap
pembentukan, penerapan, yurisprudensi, dan dampak kemasyarakatan aturan hukum
dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku
orang.24
Terakhir, Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu
yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto
Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai
berikut25:
a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-
praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan Undang-
Undang, penerapan dan pengadilan, ia juga mempelajari bagaimana
praktek itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa
praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang
24Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum: suatu pengetahuan praktis dan
terapan. h.150
25Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum, h.112-113
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mempengaruhinya, latar belakangnya.Dengan demikian, mempelajari
hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam
bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang
menyimpang dari hukum.
b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical
validity). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana
kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam
bunyi peraturan atau tidak.
c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya
memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.
Untuk lebih memudahkan lagi dalam menelaah tinjauan sosiologi hukum,
maka berikut karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali26:
a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap prakti-
praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukumitu dibeda-bedakan kedalam
pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga
mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang
kegiatan hukum tersebut.
b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan : mengapa suatu praktik-
praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri terjadi,
sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya,
26Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 8-9.
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dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum
normatif.Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya
berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Sajipto
Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara
pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding,
yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku
sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki
tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu
mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi
yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya
menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga
memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-
motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai
dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama
sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.
c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu
peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu
hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “apakah kenyataan memang
seperti tertera pada bunyi peraturan itu?” bagaimana dalam kenyataannya
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peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis
normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum.
Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan
hukum, sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku
yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang
setaraf.Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang
utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang
dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik
yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini,
bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati
hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.
Sementara itu, enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang
dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut27:
a. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari
institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
b. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan
perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain
27Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,h.14-17.
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terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah
diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak
cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab
yang merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian
kemasyarakatan perundang-undangan tersebut serta efek-efek yang
dihasilkan oleh perundang-undangan itu.
c. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan
hukum menjadi efektif.
d. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin
yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-
doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana
memproduksi mereka. Malahan hal itu mnunjukkan kepada kita,
bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial,
ekonomi, dan psikologis.
e. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau
patut (equitable application of law), yaitu memahami aturan hukum sebagai
penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan
yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus
yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara
kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari orang-
orang pada umumnya.
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f. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.
Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang
telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa28:
Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab
ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan
teori sosial mengenai hukum.Teori ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari
sistem hukum. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat, baik itu
menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih kosep-konsep serta
pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun
soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya
dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah
“sebab-sebab sosial‟, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan,
baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab
sosial yang lain.
Secara garis besar dapat diketahui bahwa objek utama dari kajian sosiologi
hukum sebagai berikut29:
28Achmad Ali, “Menguak Tabir Sosiologi Hukum” ( Materi Lengkap Mata kuliah Sosiologi
Hukum, 2009)h.34
29Achmad Ali, “Menguak Tabir Sosiologi Hukum” ( Materi Lengkap Mata kuliah Sosiologi
Hukum, 2009)h.19
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a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black
sebagaigovernment social control. Dalam kaitan ini sosiologi hukum
mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta
dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan
masyarakat.dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang
digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian
terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar
keteraturan dapat terwujud. oleh karena itu, sosiologi hukum mengkaji
hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal
(yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha
membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari
eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya,
mencakup kaidah hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial
lainya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat
menaatinya. berkaitan dengan itu maka tempaknya sosiologi cenderung
memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi
prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan
secara efektif.
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c. Objek utama sosiologi hukum lainya adalah stratifikasi. perlu diketahui
disini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum
bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans
Kelsendengan grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat
ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas
bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan
pelaksanaan hukum.
d. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan
tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan masyarakat, serta
hubungan timbal balik di antara keduannya.
Dari ruang lingkup maupun dari perspektif sosiologi hukum sebagaimana
yang sudah dijelaskan sebelumnya maka Sarjoeno Seokantomengatakan bahwa
kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut30:
a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan
bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
b. Penguasaan konsop-konsep sosiologi hukum dapat memberikan
kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam
masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk
mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar
mencapai keadaan sosial tertentu.
30Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. h.26
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c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di
dalam masyarakat.
Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang
dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan
karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri
didalam kerangka penegakan hukumnya.
Menurut Soerjono Soekanto, adanya ketertiban antar pribadi, ditandai dengan
adanya beberapa ciri, seperti misalnya31 :
a. Adanya sistem pengadilan yang mantap terhadap terjadinya kekerasan,
b. Keseragaman pada kaedah-kaedah hukum abstrak,
c. Konsistensi,
d. Karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan dapat
diproyeksikan arahnya,
e. Keteraturan, dan Stabilitas yang nyata (bukan semu)
Sementara itu adapun teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang
mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung
tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum
(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).Struktur hukum menyangkut
31Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat(Jakarta:
Rajawali,1982)h.20.
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aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan
budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu
masyarakat.32
Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan bahwa:
“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of
elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  …Strukture
also means how the legislature is organized  …what procedures the police
department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the
legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.
Bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan
ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka
periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur
juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.
Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yang ada.Struktur adalah pola yang menunjukkan
tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.
Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta
proses hukum itu berjalan dan dijalankan.




Substansi hukum menurut Friedman adalah :
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual
rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is
on living law, not just rules in law books”
Bahwa aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud
dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang
berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.
Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :
“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean
people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the
climinate of social thought and social force wicch determines how law is used,
avoided, or abused”.
Bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap
manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan
sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan
hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat
tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan




Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti
menurut hukum atau dari segi hukum.33 Secara istilah, Yuridis merupakansuatu
aturan yang terdapat di suatu kelompok atau organisasi atau Negara tertentu yang
wajib ditaati oleh anggotanya atau rakyatnya.34
Definisi yuridis juga terdapat pada beberapa pendapat para ahli35 :
- Menurut Plato, yuridis adalah seperangkat peraturan- peraturan yang
tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan
masyarakat.
- Menurut Imanuel Kant, yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana
seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan menuruti
peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- Menurut Muhammad Ali, yuridis merupakan seperangkat norma
mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya
oleh pemerintah,baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun tidak,
33M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum.h. 651
34http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian - yuridis - menurut - para-
ahli.htmlDiakses (Rabu, 29-03-2017 jam 22:30)
35http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian - yuridis - menurut-para-ahli.html
Diakses (Rabu, 29-03-2017 jam 22:40)
42
terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan
dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma tersebut.
- Menurut Borst, yuridis merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan
manusia didalamkehidupan masyarakat. Dimana pelaksanaannya bisa
dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan
- Menurut Mr. EM. Meyers yuridis adalah aturan-aturan yang didalamnya
mengandung pertimbangan kesusilaan. Yuridis ditujukan kepada tingkah
laku manusia dalam sebuah masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman
bagi para penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
2. Lampu lalu-lintas
Lampu lalu-lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah :
a. Pasal 1
(1)  Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem   yang
terdiri atas Lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan
Angkutan jalan, Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan,
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
(6)  Prasarana Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah Ruang lalu-
lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka,
rambu, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat pengendali dan
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pengaman pengguna jalan, Alat pengawasan dan pengamanan
jalan, serta fasilitas pendukung.
(19) Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan
isyarat bunyi untuk mengatur lalu-lintas orang dan atau
kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
b. Pasal 25
(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu lintas umum wajib
dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
a.  Rambu Lalu-lintas;
b.  Marka Jalan;
c.  Alat Pemberi Isyarat Lalu-lintas;
d. Alat penerangan Jalan.
e.  Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
f.  Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat dan;
h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu-lintas dan angkutan jalan
yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
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c. Pasal 102
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau
Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau
petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus
diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau
Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal pemasangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan
diatur dengan peraturan pemerintah.
d. Pasal 106
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib mematuhi ketentuan:
a. rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
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d. gerakan Lalu Lintas;
e. berhenti dan Parkir;
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/ atau




(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
yang  melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan
dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
E. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam
mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di
dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati
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nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk
melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.36
Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang
penting bagi sosiologi hukum. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai
dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah menggikuti
kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang
sesuai dengan perasaan hukum manusia.
Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang kesadaran
hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk
mengukur tinggi rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat atau mungkin juga
ada atau tidaknya kesadaran hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat.37
Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat
terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila
kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga
rendah.
Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran
hukum yang secara berurutan, yaitu38:
36Beni Ahmad Saebani.Sosiologi Hukum, ( Bandung: Pustaka Setia, 2007) h.197
37Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.h.209
38Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)h.77
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1. Pengetahuan Hukum
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan
perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang
dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman Hukum
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh
seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi,
tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap Hukum (legal Attitude)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum
karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut
bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini,
sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola Perilaku Manusia
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana
berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk
meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara
keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.
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Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu39:
1. Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”
Seringkali diasumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya dengan
ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf
ketaatan hukum merupakan variable tergantung.40
Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan bahwa
kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang berbeda, meskipun sangat
erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di
dalam masyarakat.41
Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut
faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan
dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan
hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang
memahaminya, dan seterusnya.
39Achmad Ali,Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Peradilan(Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009) h.298
40Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.h.208
41Achmad Ali,Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Peradilan(Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence).h.299
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Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap hukum, jenis-
jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman adalah sebagai berikut42:
1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu :
Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan sebagai
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan
penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman,
bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri.
Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan
sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya
di bawah pengawasan.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu:
Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan
karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai
hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk
memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan
ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang
yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan
aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
42Soerjono Soekanto,Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
1982)h.49-50
50
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu:
Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan
karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik
yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau
perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi
penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang
yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri
dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang
membuatnya menaati hukum dengan baik.
Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis
saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk dalam jenis identification dan
internalization. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua
jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan
kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya
juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan
seseorang.
F. Traffic Light dalam Pandangan Hukum Islam
Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-
aturan (syari’ah).Syari’ah tersebut dibuat oleh Allah SWT agar manusia
mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan
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Islam beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah SWT tersebut merupakan
wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan
Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW.
Agama Islam mempunyai beberapa sumber hukum dalam memecahkan
masalah  hukum ditengah-tengah masyrakat. Al-Qur’an, Sunnah Rasul/Hadis, Ijma,
dan Qiyas adalah sumber hukum yang disepakati oleh ulama ushul fiqih dan diakui
keberadaannya. Tetapi sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada beberapa hukum
yang tidak diatur dalam nash Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sehingga para ulama
berusaha untuk menemukan dan memberikan kepastian hukumnya dengan cara
berijtihad (melakukan proses istinbath hukum). Ada beberapa metode dalam
melakukan proses istinbath hukum, yaitu Qiyas, Mashlahah murshalah, Istishab,dan
Istihsan.
Berbicara soal traffic light, kita tidak menemukan adanya hukum yang diatur
dalam nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah. Namun dalam poin ini akan dibahas
secara singkat  mengenaitraffic light dalam pandangan hukum Islam yang dikaitkan
dengan salah satu metode proses istinbath hukum, yaitu Mashlahah mursalah.
1. Pengertian Mashlahah Mursalah
Mashlahah mursalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung
manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani,
jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhasid al-syari’ah.
Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia
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dalam menjalankan setiap perbuatan hukum far’iyyah.Sehingga esensi mashlahah
adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur
dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan
mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, mashlahah
mursalah sebagai metode istinbanth mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas
dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.43 Termasuk  pula
perbuatan dalam memasangrambu-rambu lalu lintas, lampu isyarat, lampu
penerangan jalan, walaupun dalam nash tidak dijumpai adanya perintah ini, tetapi
demi kemashlahatan dan kenyamanan pengendara kendaraan maka harus dipasang
rambu-rambu lalu-lintas tersebut dan demi menghindari kerusakan, seperti
kecelakaan, perampokan dan sebagainya. Dilihat dari segi kandungan mashlahah,
para ulam ushul fiqh membaginya kepada44 :
1. Mashlahah al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas
umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah
yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang
banyak.




diperselisihkan. Diakses pada (16-06-2017 jam 14:30)
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2. Mashlahah al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang
sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan
perkwinan seseorangyang dinyatakan hilang (maqfud).
Dalam kandungan mashlahah tersebut terdapat dua segi kandungan, yaitu
Mashhlahah al-‘Ammah yang menyangkut kepentingan orang banyak dan Mashlahah
al-Khashshah yang menyangkut dengan kemashlahatan pribadi. Pemasangan traffic
light yang dilakukan pada setiap persimpangan jalan di kota Makassar termasuk pada
dua kandungan tersebut karena traffic light merupakan lampu isyarat yang berfungsi
sebagai pengendali lalu-lintas yang mempunyai manfaat baik pribadi maupun orang
banyak. Jika tidak terdapat traffic light, maka kendaraan yang melaju pada tiap-tiap
persimpangan akan menjadi kacau balau karena kendaraan akan melaju secara
bersamaan dari arah manapun sehingga akan berakibat terjadinya kecelakaan. Oleh
karena itu dengan adanya traffic lightakan sangat bermanfaat bagi masyarakat atau
orang banyak, juga bermanfaat bagi diri sendiri karena secara tidak langsung alat
tersebut melatih kita membiasakan diri untuk tertib dan teratur.
Adapun dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad
Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua
bentuk, yaitu45:
45https://ihreworte.wordpress.com/2014/05/05/sumber - sumber - hukum – fiqh - yang-
diperselisihkan. Diakses pada (20-06-2017 jam 17;12)
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1. Mashlahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak
berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti
shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Mashlahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-rubah
sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan
seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan,
seperti dalam masalah makan yang berbeda-beda antar satu daerah dengan
daerah lainnya
Ada dua bentuk segi berubah atau tidaknya mashlahah menurut guru besar
ushul fikih, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap serta kemaslahatan yang berubah-
ubah.Kemaslahatan yang berubah-ubah atau Mashlahah al-Mutaghayyirah salah satu
contohnya adalah memasang lampu isyarat yaitu traffic light. Keberadaan traffic light
bisa saja berubah berdasarkan keadaan tempat,waktu,maupun subjek hukum. Tidak
menutup kemungkinan seiring perkembangan waktu, apabila dimasa yang akan
datang traffic light sudah tidak efektif dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya
sehingga hak keselamatan dan kewajiban taat dari subjek hukum (masyarakat) sudah
terbengkalai, maka dengan otomatis akan dicari solusi untuk hal tersebut guna
melahirkan alat baru serta aturan yang mendukung pelaksanaan alat baru tersebut
yang diharapkan bisa lebih efektif.
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Mashlahah mursalah mempunyai persyaratan yang jelas untuk dijadikan
sebagai proses istinbath hukum46 :
1. Mashlahah ini tidak berbenturan dengan dalil nash maupun ijma’.
2. Mashlahah ini keberadaannya harus berpijak pada pemeliharaan maqashid
syari’ah.
3. Sebuah kemashlahatan tidak dapat merubah ketetapan hukum yang sudah
ada yakni dalam dalil nash dan ijma’, seperti menjalankan kewajiban,
mengharamkan sesuatu yang haram, sanksi hukum.
4. Sebuah kemashlahatan tidak dapat berbenturan dengan kemashlahatan lain
yang lebih unggul dan kuat keberadaannya.
Sedangkan menurut syaikh Wahbah Zuhaili syaral-syarat mashlahah
mursalah adalah47:
1. Mashlahah mursalah harus berkesesuaian dengan maqashid syari’ah
sehingga tidak menghilangkan keberadaan dalil nash maupun ijmâ’ yang
bersifat qath’i. Dan juga berkesesuaian dengan mashlahah yang telah
ditunjukkan keberadaannya oleh Allah dan Rasul-Nya.Kemashlahatan yang
diambil sebagai hukum itu sifatnya tidak aneh maupun mengada-ada. Maka
keberadaan mashlahah yang mempunyai sifat mengada-ada dan tidak jelas
46Fahruddin, “Konsep Makalah Mashlahah Mursalah”, Blog Fahruddin.
http://fahruddinas.blogspot.co.id/2011/02/konsep-mashlahah-mursalah-sebagai.html. Diakses pada
(16-06-2017 jam 15:00)




maksudnya harus ditolak. Seperti seorang yang kaya raya menyetubuhi
istrinya di siang hari bulan ramadhan, maka dia harus puasa dua bulan
berturut-turut dan tidak ada alasan demi kemashlahatan kemudian dia
mengganti puasanya dengan memerdekakan budak.
2. Mashlahah mursalah harus rasional. Yakni ketika dihadapkan dengan akal,
maka akalpun bisa menerimanya yakni dengan mendatangkan manfaat dan
menolak kerusakan, seperti: saat ingin mengajukan perjanjian kredit dalam
perekonomian perbankan harus diadakan survei rumah tinggal, pekerjaan
dan penghasilan bulanan, hal ini adalah untuk menghindari adanya
penipuan, sehingga perjanjian yang dilakukan mendatangkan manfaat bagi
kedua belah pihak dan menjauhkan dari kemadharatan.
3. Mashlahah mursalah harus universal. Yakni harus mencakup semua
kalangan umat Islam tidak boleh hanya untuk kepentingan sebagian orang.
Karena syari’ah Islam datang demi kepentingan seluruh umat dan tidak
membeda-bedakan jenis ras, suku, bangsa dan agama. Seperti memberikan
perlakuan khusus bagi orang dari suku X karena dia satu suku dengan
presidennya, gubernurnya, menterinya dan sebagainya, hal ini tidak dapat
disebut sebagai mashlahah.
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2. Kedudukan Mashlahah Mursalah
Penggunaan maslahah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk
menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap maslahah
mursalah sebagai hujjah syari’at karena:
1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya,
jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat
diterima,berarti kurang sempurnalah syari’at mungkin juga beku.
2. Para sahabat dan tabi’in telah menetapkan hukum berdasarkan
kemaslahatan,seperti abu bakar menyuruh mengumpulkan musyaf Al-
Qur’an demi kemaslahatan umum.
Diantara ulama yang banyak menggunakan maslahah mursalah ialah Imam
Malik, dengan alasan bahwa tuhan mengutus Rasulnya untuk kemaslahatan
manusia,maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara’,sebagaimana Allah
berfirman dalam dalam QS. Al-Anbiya’/21:107:
 ٓﺎَﻣَو َﻦﯿَِﻤﻠ َٰﻌۡﻠﱢﻟ ٗﺔَﻤۡﺣَر ﱠِﻻإ َﻚ َٰﻨۡﻠَﺳَۡرأ١٠٧
Terjemahnya:
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam”48
48Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, Al-Qur’an Perkata Transliterasi,h.331
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Sedangkan menurut Imam Ahmad,bahwa maslahah mursalah adalah suatu
jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma’.
Dari pembahasan diatas kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
berdasarkan metode mashlahah mursalah, hukum Islam memandang traffic light
sebagai suatu alat yang bermanfaat bagi kepentingan pribadi terlebih kepada orang
banyak untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan
yang berupa tabrakan, kerusakan dan lain-lain. Walaupun tidak terdapat hukum yang
khusus mengatur mengenai traffic light dalam nash Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul,
traffic light tetapdibolehkan dalam hukum Islam karena ia tidak bertentangan serta




A. Jenis dan lokasi penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menguraikan dan
menggambarkan data-data maupun fakta-fakta mengenai kepatuhan
masyarakat di kota Makassar terhadap traffic light, yang di ambil melalui
sumber-sumber terkait maupun  data yang diperoleh langsung dari
masyarakat.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari
penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor
Direktorat Lalu-lintas Polda Sul-sel dan Kantor Dinas Perhubungan kota
Makassar serta beberapa titik jalan di kota Makassar.
B. Pendekatan Penelitian.
Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan penelitian
secara sosio-yuridis dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia
atau masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesadaran berlalu lintas. Dengan
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menggunakan jenis pendekatan tersebut, maka diperlukan data sekunder dan data
primer :
1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari masyarakat
ataupun pihak terkait berupa hasil observasi maupun wawancara serta
pembagian kuesioner.
2. Data Sekunder rmerupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan
kepustakaan dengan cara membaca lalu menganalisis UU nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
C. Metode Pengumpulan Data
Berkaitan dengan pendekatan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka
teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah :
a. Penelitian lapangan
1. Wawancara (Interview). Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka
peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yang
dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
2. Observasi (Observation). Suatu teknik pengumpulan data yang menitik
beratkan pada pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di kota
Makassar.
3. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau
membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti
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kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang
relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin
dan seakurat mungkin.
b. Penelitian Pustaka.
Suatu penelitian yang mengumpulkan sejumlah data melalui berbagai sumber atau
bahan-bahan kepustakaan yang meliputi judul penelitian ini.
D. Teknik Metode Sampling
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek
penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi yang
berada di kota Makassar.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk
dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya
sedikit saja yang diwawancarai. Jadi, sampel diharapkan benar-benar
mewakili ciri-ciri suatu populasi.
Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan
nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan
faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk
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menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber.
Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi
dasar rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian
kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Sampel yang
digunakan oleh penulis mencakup para pengendara dan pejalan kaki yang
berada di kota Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan saat memasuki tahap pengumpulan data pada saat dilapangan adalah
wawancara, observasi, serta pembagian kuesioner.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Keseluruhan data yang nantinya diperoleh dari data primer dan sekunder
,akan diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk kemudian dijelaskan
secara deskriptif yang menggambarkan fenomena sosial atau permasalahan yang ada
pada judul penelitiani ni.
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BAB IV
PENGGUNA TRAFFIC LIGHT DI KOTA MAKASSAR
A.  Kondisi Traffic Light berbagai titik di kota Makassar
Kepatuhan dan ketaatan akan peraturan yang diberlakukan akan tercapai jika
didukung oleh fasilitas/prasarana yang memadai. Ketika prasarana tersebut kurang
memadai, maka peluang untuk melanggar juga semakin besar. Begitu juga dengan
pengguna traffic light, jika Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tersebut tidak
memadai atau rusak, maka indikasi terjadinya pelanggaran juga  akan semakin tinggi.
Tetapi sebaliknya, jika prasarana tersebut berfungsi dengan baik, maka pengguna
jalan merasa nyaman dan angka pelanggaran akan berkurang. Berikut penulis akan
memaparkan data  kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berbagai titik
persimpangan  di Kota Makassar :
Tabel 1.1 Kondisi traffic light di berbagai titik kota Makassar





1978 PUPIN/TABACH MANUAL BERFUNGSI
2. Jl.Ratulangi–
Jl.Monginsidi
1978 PUPIN/TABACH MANUAL BERFUNGSI
3. Jl.Veteran-Jl.Kerung-
Kerung
1989 TABACH MANUAL BERFUNGSI
4. Jl.Monginsidi-Jl.Rusa 1989 TABACH TEL. MANUAL BERFUNGSI
5. Jl.Andalas-
Jl.Diponegoro




1991 TABACH TEL. MANUAL BERFUNGSI
7. Jl.Veteran-Jl.Landak 1991 TABACH TEL. MANUAL BERFUNGSI
8. Jl.Ratulangi-Jl.Lanto
Dg Pasewang
2015 PRISMA ATCS BERFUNGSI
9. Jl.Cendrawasih-
Jl.Haji Bau
2015 PRISMA ATCS BERFUNGSI
10. Jl.Abd.Dg.Sirua-
Jl.Batua Raya
1992 TABACH MANUAL BERFUNGSI
11. Jl.Cendrawasih-Jl.Baji
Minasa
1996 TABACH MANUAL BERFUNGSI
12. Jl.Slt.Alauddin-
Jl.Syech Yusuf
1997 NEWTEL MANUAL BERFUNGSI
13. Jl.T.Pelajar-Jl.Andalas 2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
14. Jl.Mesjid Raya-
Jl.Bandang
2001 PRISMA ATCS BERFUNGSI
15. Jl.G.Bawakaraeng-
Jl.Veteran
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
16. Jl.G.Bawakaraeng-
Jl.G.Latimojong
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
17. Jl.A.Tonro-Jl.Kumala 2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
18. Jl.Ratulangi-
Jl.Kakatua
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
19. Jl.Jend.Sudirman-
Jl.S.Saddang
2015 PRISMA ATCS BERFUNGSI
20. Jl.Jend.Sudirman-
Jl.Tinggi Mae
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
21. Jl.Jend.Sudirman-
Jl.G.Bawakaraeng
2014 TABACH ATCS BERFUNGSI
22. Jl.Jend.Sudirman-
Jl.A.Yani
2015 TABACH ATCS BERFUNGSI
23. Jl.T.Pelajar-
Jl.Wahidin S. Husodo
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
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24. Jl.Sulawesi-Jl.Sangir 2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
25. Jl.AP.Pettarani-Jl.Urip
Sumoharjo
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
26. Jl.AP.Pettarani-
Jl.Slt.Alauddin
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
27. Jl.P.Kemerdekaan-
Jl.Paccerakkang
2001 TABACH MANUAL BERFUNGSI
28. Jl.Sunu-Jl.G.Kapal 2002 TABACH MANUAL BERFUNGSI
29. Jl.Urip Sumoharjo-
Jl.Dr.Leimena
2002 TABACH MANUAL BERFUNGSI
30. Jl.Yos Sudarso-
Jl.Cakalang
2003 TELNIC MANUAL BERFUNGSI
31. Jl.Pengayoman-
Jl.Adyaksa
2003 TELNIC MANUAL BERFUNGSI
32. Jl.T.Raya Timur-
Jl.Toddopuli VII
2003 TELNIC MANUAL BERFUNGSI
33. Jl.AP.Pettarani-
Jl.Hertasning
2014 PRISMA ATCS BERFUNGSI
34. Jl.P.Kemerdekaan-
Jl.Ir.Sutami
2003 TELNIC MANUAL BERFUNGSI
35. Jl.Mesjid Raya-
Jl.Andalas
2005 TABACH MANUAL BERFUNGSI
36. Jl.S.Saddang-
Jl.Veteran
2015 PRISMA ATCS BERFUNGSI
37. Jl.Pengayoman-
Jl.Toddopuli Raya
2007 IMEL MANUAL BERFUNGSI
38. Jl.Boulevard-
Jl.Adyaksa
2008 MULTEC MANUAL BERFUNGSI
39. Jl.Adyaksa-
Jl.Abd.Dg.Sirua
2008 MULTEC MANUAL BERFUNGSI
40. Jl.AP.Pettarani-
Jl.Boulevard
2014 PRISMA ATCS BERFUNGSI






Sumber : Dinas Perhubungan kota Makassar, diambil pada tgl 16 Mei 2017
66
Merujuk pada data tersebut bahwa dari 41 persimpangan utama yang ada di
kota Makassar,  hanya di satu titik saja Lampu lalu-lintas tidak berfungsi, yaitu
dipersimpangan Jl.Borong Raya-Jl.Toddopuli Raya Timur. Ini menunjukkan kondisi
traffic light yang ada di kota Makassar cukup baik dan bisa meminimalisir angka-
angka pelanggaran lalu-lintas.
B.  Kepatuhan Pengguna Traffic Light di kota Makassar
1. Gambaran Umum Masyarakat Pengguna Jalan di kota Makassar
Kota Makassar merupakan wilayah yang sangat berkembang di kawasan
Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya lebih meningkat dibandingkan
dengan wilayah-wilayah yang berada di kawasan Indonesia timur lainnya.
Pertambahan penduduk juga bertambah dari tahun ke tahun. Begitupun halnya
dengan keadaan di lalu-lintas jalan, tentunya volume kendaraan juga meningkat,
apalagi rata-rata masyarakat di kota Makassar memiliki kendaraan pribadi.
Dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan tersebut tidak jarang
menyebabkan terjadinya kemacetan sehingga sering mengakibatkan pengguna jalan
terdorong untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran seperti mengambil jalur
para pejalan kaki, menerobos traffic light dan masih banyak lagi. Masalah lalu lintas-
jalan di kota Makassar memang tidak terlepas dari kata pelanggaran lalu-lintas.
Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah pelanggaran lalu-lintas yang
terjadi di kota Makassar. Jenis pelanggaran yang terjadi juga cukup beragam.
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Walaupun hal tersebut sudah diantisipasi oleh pembuat undang-undang dengan
membuat UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun
tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran masih sering terjadi.
Tabel 1.2 Tentang Data Pelanggaran Lalu lintas Tahun 2016






SABUK KSLMTAN 3484 -
BONCENGAN LBH 2 - 1685
MARKA/RAMBU 3881 5200
LAWAN ARUS 674 4462
LAMPU UTAMA - 353
GUNAKAN HP 57 34
LAIN-LAIN 672 2300
JUMLAH 26967 74179
Sumber : Direktorat Lalu lintas Polda Sul-Sel, diambil tgl 16 Mei 2017
Pelanggaran yang mendominasi di kota Makassar, untuk roda empat adalah
surat-surat, marka/rambu, serta muatan. Marka/rambu sendiri merupakan pelanggaran
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terbanyak kedua  dengan jumlah 3881. Sedangkan untuk roda dua, pelanggaran yang
banyak terjadi adalah surat-surat, kelengkapan, helm, serta marka/rambu. Dalam hal
ini marka/rambu terbanyak ke empat dengan jumlah 5200 pelanggaran. Hal ini
membuktikan bahwa masih banyak pengguna jalan di kota Makassar yang tidak
mematuhi aturan-aturan lalu-lintas, terkhusus pada pelanggaran terhadap
marka/rambu lalu-lintas
Adapun pelanggaran lain yang kerap dilakukan oleh pengguna jalan seperti
tidak memakai helm, surat-surat yang tidak lengkap, kelengkapan kendaraan,
melawan arus, menerobostraffic light dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran juga
rata-rata terjadi pada siang dan malam hari antara jam 13:00 dan jam 23:00, karena
pada waktu itulah kurangnya kendaraan atau lengangnya jalanan dan aparat
kepolisian sudah tidak berjaga baik disepanjang jalan maupun di pos nya sehingga
para pengguna jalan dengan  leluasa melakukan pelanggaran.
Melihat fenomena serta data pelanggaran dtersebut, maka penulis
menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran pengguna jalan untuk patuh dan taat kepada
aturan lalu-lintas di kota Makassar masih sangat kurang dan jauh dari apa yang
diharapkan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tampaknya sudah menjadi
kebiasaan bagi masyarakat kota Makassar, sehingga sangat sulit untuk dapat
mematuhi aturan lalu-lintas yang ada
Sementara itu, banyaknya pelanggaran yang terjadi di kota Makassar,
sehingga berakibat pula pada seringnya terjadi kecelakaan bahkan tak sedikit yang
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memakan korban jiwa. Data Laka Lantas pada tahun 2016 yang diambil penulis di
kantor Direktorat Lalu lintas Polda Sul-sel pada tanggal 22 Mei 2017 menunjukkan
bahwa, kecelakaan terjadi yang mengakibatkan luka ringan berjumlah 1530 orang,
luka berat berjumlah 7 orang, serta meninggal dunia berjumlah 98 orang dengan total
keseluruhan adalah 1635 orang.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan sangat rentan terjadi di kota
Makassar akibat dari kelalaian para pengguna jalan. Kesadaran akan keselamatan diri
sendiri diindahkan demi sebuah sifat keegoan dari masyarakat pengguna jalan
sehingga yang terjadi adalah semakin banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat
dari kcecelakaan tersebut.
2. Tingkat Kepatuhan Pengguna Traffic Light di kota Makassar
Berkembangnya kota besar seperti kota Makassar tentunya akan
mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, sehingga mobilitas jalan raya
yang sangat tinggi akan terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, terlihat perilaku para
pengendara yang bertambah kacau ketika berada di jalan. Hal tersebut dapat dilihat
ketika berada di samping traffic lightsaat lampunya berwarna merah yang berarti para
pengendara harus berhenti. Namun hal yang sering kita jumpai adalah masih
banyaknya pengendara yang menerobos traffic light walaupun isyarat warna merah
telah menyala sebagai tanda untuk berhenti.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kurang lebih satu minggu.
Pada beberapa titik persimpangan yang ada di kota Makassar yang dianggap
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merupakan jalan-jalan protokol, dan jalan tersebut merupakan jalan-jalan utama yang
ada di kota Makassar serta memiliki arus lalu-lintas yang padat. Adapun
persimpangan-persimpangan tersebut adalah Jl.AP.Pettarani-Jl.Hertasning, Jl.Jendral
Sudirman-Jl.Ahmad Yani, Jl.G.Bawakaraeng-Jl.Veteran, Jl.Ratulangi-Jl.Monginsidi,
serta Jl.AP.Pettarani-Jl.Urip Sumoharjo. Selain jalan protokol, sebenarnya terdapat
juga beberapa titik persimpangan yang tergolong sunyi atau memiliki arus lalu-lintas
yang tidak padat yang lebih berpotensi bagi pengendara untuk melakukan
pelanggaran karena tidak adanya aparat yang berjaga, yaitu Jl.Lanto Dg. Pasewang-
Jl.Rusa, Jl.Toddopuli Raya Timur-Jl.Toddopuli VII, Jl.Toddopuli Raya-
Jl.Pengayoman, Jl.Cendrawasih-Jl.Baji Minasa, serta Jl.Monginsidi-Jl.Rusa. Namun,
penulis hanya mengambil lima sampel titik jalan protokol atau jalan utama untuk
melakukan penelitian ini.
Didalam penelitian ini penulis juga membagi beberapa waktu tertentu dalam
melakukan pengamatan. Waktu tersebut masing-masing dibagi menjadi tiga, yaitu
pada jam 07:30-09:30 yang dianggap merupakan waktu padat kendaraan dan jam
sibuk, jam 13:00-15:00 yang dianggap merupakan waktu istirahat, yang secara umum
keadaan kendaraan tidak terlalu padat, serta pada jam 22:00-00:00 yang dianggap
merupakan waktu lengang dimana jalan mulai sunyi, karena sebagian besar
masyarakat pada jam tersebut sudah tidur.
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Tabel 1.3 Data jumlah pelanggar Traffic Light di kota Makassar
Persimpangan 07:30-09:30 13:00-15:00 22:00-00:00 Total
Jl.AP.Pettarani-
Jl.Hertasning
122 106 299 527
Jl.Ratulangi-
Jl.Monginsidi
32 78 91 201
Jl.G.Bawakaraeng-
Jl.Veteran
101 180 200 481
Jl.J.Sudirman-
Jl.A.Yani
48 50 107 205
Jl.AP.Pettarani-
Jl.Urip Sumoharjo
38 20 50 108
Jumlah 341 434 747 1522
Sumber : diambil melalui pengamatan selama ± 1 minggu
Jumlah pelanggar yang paling banyak dari data tersebut adalah pada
persimpangan Jl.AP.Pettarani-Jl.Hertasning dengan total 527 pelanggar.  Hal ini tentu
harus jadi perhatian serius bagi aparat polisi yang biasa berjaga pada persimpangan
tersebut karena jika hal ini terus dibiarkan, maka kecelakaan lalu lintas akan sangat
rentan terjadi pada lokasi tersebut dan juga bukan tidak mungkin semakin banyak
korban jiwa yang berjatuhan.
Kemudian dari data tersebut bisa dilihat bahwa waktu yang paling dominan
terjadinya pelanggaran ialah pada jam 22:00-00:00. Pada jam tersebut merupakan
waktu yang lengang karena sebagian besar masyarakat telah tidur ditambah lagi
sudah tidak ada aparat yang berjaga sehingga para pengguna jalan dengan leluasa
melakukan pelanggaran yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
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Dengan melihat realita tersebut, bahwa ternyata tingkat pelanggaran terhadap
traffic light di kota Makassar sangat tinggi karena kepatuhan yang masih sangat
kurang. Ini bisa kita lihat pada data tersebut, total keseluruhan pelanggaran terhadap
traffic light mencapai 1522 pelanggaran.Kemudian  pengguna jalan bisa dengan
mudah melakukan pelanggaran karena faktor sunyinya jalanan serta tidak terdapat
aparat kepolisian yang berjaga sehingga mereka tidak takut terkena sanksi akibat
pelanggaran yang diperbuat. Hal ini tentu senada dengan teori yang dikemukakan
oleh H.C. Kelman mengenai ketaatan hukum yang mengatakan bahwa seseorang
menaati hukum hanya karena takut akan hukuman/sanksi, bukan karena benar-benar
ingin menaati hukum.
Selanjutnya, penulis juga telah melakukan wawancara terhadap salah seorang
mahasiswa yang pernah melakukan pelanggaran, mengenai apa alasan dia melakukan
pelanggaran tersebut, bahwa pelanggaran yang biasa dilakukan hanya sebab karena
mengejar waktu jika ada final/ujian yang dilaksanakan pada pagi hari. Kemudian
alasan yang kedua karena terkadang aparat kepolisian tidak terlalu memperhatikan
atau mengawasi para pengendara yang melanggar.1
Dari hal tersebut, jika kita juga hubungkan dengan teori sistem hukum
Lawrence M. Friedman yang memiliki pandangan bahwa, berhasil atau tidaknya
penegakan hukum tergantung dari ketiga unsur yaitu struktur hukum, substansi
hukum, serta budaya hukum. Dengan melihat rendahnya kepatuhan dari pengguna
1Hajratul Aswad (22 tahun), Mahasiswa, Wawancara, Makassar, 20 Mei 2017
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jalan serta lemahnya penindakan dari aparat kepolisian terhadap pelaku pelanggaran,
ini membuktikan bahwa budaya hukum yang ada dalam masyarakat bernilai rendah
sehingga penegakan hukum juga tidak berjalan dengan efektif.
C. Faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan pengguna Traffic light di
kota Makassar
Kepatuhan merupakan sikap taat terhadap sesuatu, baik itu taat kepada hukum
Allah maupun taat kepada hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia taat
karena ia mempunyai kesadaran penuh dalam memahami hakikat yang ada dalam
hukum itu untuk kemudian diaplikasikan pada kehidupan sehari-harinya. Tetapi
sebaliknya, manusia tidak taat karena  ia belum memahami dan tidak menyadari isi
serta manfaat hukum itu. Hal tersebut hanyalah salah satu faktor yang paling dasar
dari sekian faktor  lain bahwa mengapa masyarakat kurang mematuhi hukum. Masih
terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat kurang patuh terhadap
hukum.
Dalam poin ini akan dipaparkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang
patuhnya masyarakat pada salah satu peraturan mengenai lalu-lintas yang dituangkan
dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, terkhusus
mengenai traffic light.
Berikut faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh peneliti untuk menentukan
penyebab kurangnya kepatuhan pengguna traffic light yang ada di kota Makassar :
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1. Faktor Hukum atau Undang-Undang
Ketika melihat UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, memangnorma berlalu lintas yang terdapat di dalamnya
sudah cukup bagus. Namun ada sedikit kekeliruan dalam masalah
penetapan sanksinya, dimana sanksi yang dicantumkan cukup tinggi
terhadap para pelanggarnya.
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan
pertanyaan kepada pengendara (responden) melalui kuesioner yaitu apakah
mereka setuju bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor dijalan yang melanggar aturanperintah atau larangan yang
dinyatakan dengan alat pemberi pemberi isyarat lalu-lintas dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp
500.000,00; (lima ratus ribu rupiah)? maka didapatkan hasil sebagai
berikut:
Tabel 1.4 Jawaban Responden Tentang Setuju Atau Tidaknya Terhadap Sanksi
Dalam UU No. 22 Tahun 2009
No Jawaban Jumlah Persentase (%)
1 Ya 12 orang 30%
2 Tidak 28 orang 70%
Jumlah 40 orang 100%
Sumber : Pengendara melalui pembagian kuesioner selama ± 1 bulan
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Dari data tersebut, didapatkan hasil bahwa dari 40 responden, terdapat
12 responden setuju terhadap aturan tersebut sementara 28 lainnya tidak
setuju terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hasil di atas, dapat dikatakan
bahwa kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan aturan yang tercantum
dalam UU No. 22 tahun 2009 tersebut, ada beragam alasan responden tidak
setuju dengan aturan tersebut namun kebanyakan alasan mereka adalah
karena denda yang dicantumkan dalam UU lalu-lintas tersebut terlalu
mahal atau dengan kata lain, sanksi yang dicantumkan terlalu tinggi.
Sanksi yang tinggi memang merupakan salah satucara yang bisa digunakan
untuk memberikan efek jera kepada para pelanggarnya, namun pemerintah
tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat.
Niat dari pemerintah memang sudah benar yaitu agar dapat
meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi dan masyarakat merasakan
efek jera sehingga kedepannya tidak melakukan pelanggaran yang sama
mengingat denda yang diterapkan cukup tinggi. Namun, pemerintah
sepertinya kurang memperhatikan satu hal yang sangat penting yaitu bahwa
tingkat perekonomian masyarakat masih rendah kalau dibandingkan
dengan denda yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Rp.500.000,00
76
2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum
mepunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang
secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.Setiap penegak
hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang
penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya
memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.
Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak kepolisian.
Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental
penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem
penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat
kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak kepolisian akan
menimbulkan kapatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang
dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol.
Di dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai norma
berlalu lintas dalam hal ini dalam mematuhi traffic light yang diatur dalam
UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemungkinan
petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:
a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan norma berlalu lintas yang
diatur dalam UU No. 22 tahun 2009?
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017
pukul 10:10 WITA dengan AKBP Ince Arifin bahwa keterkaitan pihak kepolisian
dalam menangani masalah kepatuhan berlalu lintas terutama pada traffic light di kota
Makassar hanya sebatas melakukan pengawasan dan arahan-arahan kepada
pengendara untuk tetap menggunakan fasilitas yang sudah disediakan.2
b. Apakah UU No.22 tahun 2009 sudah diberlakukan sepenuhnya oleh
pihak kepolisian terutama mengenai sanksi yang dicantumkan dalam
UU No.22 tahun 2009 terhadap pelanggar traffic light?
Berdasarkan wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 10:00 WITA yang
dilakukan di bagian kasubdit Ditlantas Polda Sul-sel, adapun hasil dari wawancara
tersebut yaitu bahwa pada umumnya UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sudah diberlakukan namunbelum diberlakukan sepenuhnya. Ada
aturan-aturan yang belum bisa berlaku sepenuhnya dan salah satunya mengenai
traffic light.Alasannya adalah sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang
tersebut cukup tinggi dan dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap instansi
kepolisian jika sanksi tersebut diberlakukan.3
Hal tersebut juga dapa dilihat ketika berada di jalan, jarang bahkan hampir
tidak pernah terlihat diambilnya tindakan terhadap pengendarayang seenaknya
menerobos lampu merah. Kalaupun ada, ia hanya sebatas meneriaki karena si
2AKBP Ince Arifin (49 tahun), Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sul-sel, Wawancara,
Makassar, 18 Mei 2017.
3AKBP Ince Arifin (49 tahun), Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sul-sel, Wawancara,
Makassar, 22 Mei 2017.
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pengendara sudah terlanjur memacu gas motornya. Hal ini disebabkan karena
memang aparat kepolisian tidak terlalu mengawasi pelanggaran tersebut, mereka
hanya lebih terfokus pada bagaimana agar arus lalu lintas lancar sehingga
pelanggaran demi pelanggaran terjadi begitu saja karena luput dari pengawasan
aparat yang berjaga.
Jika kita menelaah lebih jauh, tentu hal tersebut merupakan suatu hal yang
tidak boleh dibiarkan karena dengan melakukan hal seperti itu sama halnya dengan
membiasakan masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum itu
sendiri.
Berdasarkan penjelasan di atas, faktor penegak hukum yang dalam hal ini
yaitu petugas kepolisian memainkan peran yang penting dalam memfungsikan
hukum. Ketika peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka
aturan hukum tersebut tidak akan berlaku sebagaimana mestinya.
c. Apakah sosialisasi UU No.22 tahun 2009 sudah sering dilakukan?
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ditlantas Polda Sul-sel, pihak
kepolisian sering melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, antara lain sebagai
berikut :
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi
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 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address
Penulis kemudian mencari data yang relevan dengan apa yang didapatkan di
Ditlantas Polda Sul-sel dengan membagikan kuesioner kepada para pengguna jalan
dengan pertanyaan, apakah mereka pernah mengikuti sosialisasi UU No. 22 tahun
2009 dan hasilnya sebagai berikut :
Tabel 1.5 Jawaban Responden Tentang Pernah Atau Tidaknya Mengikuti
Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009
No Jawaban Jumlah Persen (%)
1 Ya 5 orang 6,25 %
2 Tidak 75 orang 93,75 %
Jumlah 80 orang 100 %
Sumber : Pengguna Jalan melalui pembagian kuesioner
Berdasarkan data kuesioner tersebut, didapatkan hasil bahwa dari 80
responden , terdapat 5 responden yang pernah mengikuti sosialisasi UU No. 22 tahun
2009 dan sebanyak 75 orang responden mengatakan tidak pernah sama sekali
mengikuti sosialisasi UU No. 22 tahun 2009. Dari semua data di atas, dapat dikatakan
bahwa pihak kepolisian memang sudah sering melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat namun belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh sehingga tidak
heran kalau masih banyak pengguna jalan yang tidak tahu mengenai aturan yang ada
didalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.Jika
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sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 secara umum jarang dilakukan dan belum
menyentuh masyarakat secara menyeluruh, tentu sosialisasi traffic light yang
menghimbau pengguna jalan untuk tetap selalu patuh dan taat serta sosialisasi
mengenai sanksi yang akan diterima jika melanggar pada sarana traffic light tentunya
juga demikian.Hal tersebut terbukti dari kurangnya pengguna jalan yang tahu norma
berlalu lintas yang ada di dalam UU No.22 tahun 2009 yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pengetahuan hukum pengguna jalan terhadap
berlalu lintas masih rendah.Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap
norma berlalu lintas yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 itu sendiri.
3. Faktor Kebiasaan Masyarakat
Pengguna jalan yang melanggar lampu merah bukan lagi merupakan
hal yang asing disaksikan ketika sedang berada di jalan.Hampir semua
orang di Makassar mungkin pernah menerobos lampu merah. Hal ini
sebenarnya sudah menjadi kebiasaan negatif yang sudah ada sejak lama di
kota Makassar.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang ada beberapa hal
yang melatar belakangi mengapa orang-orang melanggar lampu merah
seperti tidak adanya aparat yang berjaga, kurangnya pengawasan dari
aparat kepolisian, lengangnya jalan raya pada waktu-waktu tertentu, serta
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi traffic light
demi keselamatan.
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Berbicara mengenai kultur, masyarakat Sulawesi Selatan sangat
mengenal kultur Siri’ Na Pacce. Kultur atau budaya Siri' Na Pacce
merupakan salah satu falsafah budaya Masyarakat Bugis-Makassar yang
harus dijunjung tinggi. Apabila siri' na pacce tidak dimiliki seseorang,
maka orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak
memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka juga hanya
ingin menang sendiri dan memperturutkan hawa nafsunya.Bagi masyarakat
Bugis-Makassar, siri' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa
anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia
untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya.
Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan
martabat manusia, siri' adalah sesuatu yang 'tabu' bagi masyarakat Bugis-
Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, pacce
mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa
mementingkan diri sendiri dan golongan ini adalah salah satu konsep yang
membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani diperantauan,
pacce merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan
penderitaan orang lain.4
4Lobe Lobe na Makassar, “Budaya Siri’ Na Pacce”. Blog Lobe lobe na Makassar.
http://lobelobenamakassar.blogspot.com/2012/02/budaya - siri - na - pacce.html.diakses (selasa 13-06-
2017 jam 21:12)
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Siri’ na pacce dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai
falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek
ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman
terhadap nilai siri’ na pacce ini sangat mempengaruhi masyakarat dalam
kehidupan hukumnya.
Melihat sikap para pengguna jalan ketika berada dijalan dimana
ketaatan mereka terhadap aturan sudah sangat berkurang maka dapat
diketahui bahwa kultur siri’ kian pudar pada saat sekarang ini karena
masyarakat tidak lagi memiliki rasa malu ketika melakukan suatu
pelanggaran. Contohnya dapat kita lihat ketika berada di dekat traffic light,
para pengendara tidak lagi malu ketika menerebos pada saat lampu
berwarna merah sebagai tanda berhenti. Bahkan mereka sering berlomba-
lomba menerobostraffic lighttersebut. Selain itu, Pacce yang artinya
kepedulian sosial atau kepedulian kepada orang lain juga mengalami
pergeseran. Sering kali kita jumpai adanya sesama pengguna jalan baik
beroda dua maupun empat saling berlomba dan tidak ada yang mau
mengalah. Hal ini juga tentu bisa membahayakan bagi pejalan kaki yang
ingin menyeberang menggunakan zebra cross.
Hal tersebut sudah menjadi kejadian yang sering terjadi dan
menunjukkan bahwa sesama pengguna jalan di kota Makassar sudah tidak
ada lagi rasa kepedulian terhadap orang lain dan mereka juga saling tidak
menghormati. Dari penjelasan tadi, dapat dikatakan bahwa kultur Siri’ Na
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Pacce yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat kota Makassar
sudah mengalami pergeseran bahkan sudah hampir hilang. Hal tersebut
cukup mengkhawatirkan mengingat orang-orang Bugis-Makassar yang
hidup jauh sebelum sekarang ini memiliki kultur siri’ yang begitu tinggi
hingga dikenal akan keberaniannya sampai ke negeri seberang karena





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Kepatuhan Pengguna
Traffic light di kota Makassar (SuatuTinjauanSosiologisYuridis), maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Kondisi traffic light diberbagai titik di kota Makassar cukup baik. Hal
ini bisa dilihat bahwa dari data yang diambil dari Dishub kota
Makassar, hanya satu lampu lalu-lintas yang tidak berfungsi yaitu
dipersimpangan Jl.Borongraya-Jl.Toddopuli raya timur. Dengan kondisi
tersebut diharapkan para pengguna traffic light merasa nyaman
menggunakan fasilitas tersebut dan niat untuk menerobos lampu merah
berkurang.
2. Tingkat kepatuhan pengendara terhadap traffic light di kota Makassar
masih sangat rendah. Hal tersebut bisa kita temui ketika kita melalui
atau berhenti pada traffic light, banyaknya pengendara yang
melanggar/menerobos bahkan jika dilihat sekilas mereka seakan
berlomba untuk dapat melewati lampu merah dengan cepat. Selain itu
dari data yang didapat peneliti yang melakukan pengamatan langsung
selama ± 1 minggu pada lima persimpangan di kota Makassar, total
keseluruhan pelanggaran mencapai 1522 pelanggaran.
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan pengguna
traffic light di kota Makassar adalah faktor hukum atau Undang-
Undang, faktor penegak hukum, serta faktor kebiasaan masyarakat.
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B. Implikasi/Saran
Dengan melihat rendahnya kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap
hukum, terkhusus pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan dalam hal ini mengenai traffic light, maka diharapkan agar aparat kepolisian
bisa lebih mengawasi serta lebih tegas dalam menindak para pengendara yang
menerobos lampu merah. Karena biar bagaimanapun, aparat kepolisian adalah
golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-
kemampuan sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya.
Kemudian instansi-instansi yang terkait juga bisa lebih
sering/memperbanyak melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai
budaya berlalu lintas yang baik kepada masyarakat agar mendorong kesadaran
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